ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN 






1.1. Latar Belakang  
Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang 
sumbernya dapat diperbaharui (renewable resource) sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan yang nantinya akan 
dikembalikan kepada masyarakat luas. Salah satu jenis pajak yang ada adalah Pajak Bumi 
dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, 
diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib 
dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
Utomo (2011) mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat 
potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan 
daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada 
peraturan perundang- undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah 
tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi daerah 
sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
menjadi lebih baik.   
Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah  
Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  
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Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya 
dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah. Sebelum Undang-
undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana 
penerimaan dikembalikan kembali kedaerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah 
tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pu1sat. Dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah 
daerah kini mempunyai tambahan sumber  
Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Terhitung 1 Januari 2014, semua 
Kabupaten/Kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2). Sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Disini daerah harus mengkonsep dan membiayai 
sendiri pengelolaan PBB-P2 agar target pendapatan dapat tercapai dengan maksimal. Pada 
saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya 
mendapatkan 64,8 % dari total pemerimaan daerah. Penerimaan PBB-P2 dengan adanya 
pengalihan ini akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota dan diharapkan 
mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten 
Bondowoso.  
Sudah diberlakukan UU. No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, 
kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 yang 
kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah 
mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan 
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dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan yang 
tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam 
pemungutan  
Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. 
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Faizah 2009).   
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Depkominfo, 2006) kendala di 
dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan 
wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak. Umumnya 
masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih 
merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, 
ketidak mengertian masyarakat mengenai apa dan bagaimana pajak serta susah 
menghitung dan melaporkannya.  
Permasalahan umum tersebut juga terjadi di Kabupaten Bondowoso, sehingga 
berdampak pada kurang optimalnya realisasi penerimaan PBB tahun tahun 2018 dan 2019. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga 20 
September 2019, tercatat dari total 23 kecamatan di  
Bondowoso yang telah melunasi PBB 100%, hanya kecamatan Curahdami dan Klabang 
sedangkan 21 kecamatan lainnya masih belum 100% melunasi PBB di wilayah masing-
masing. Adapun total realisasi penerimaan PBB tahun 2019 ini, yakni masih 44,89%. 
Yakni sekitar Rp 7 milliar dari total sekitar Rp 15,6 milliar.  
Penerimaan PPB tahun 2019 mengalami penurunan dari pada tahun 2018, dimana 
pada tahun 2018 dari 23 kecamatan, tercatat 8 kecamatan yang telah melunasi PBB tahun 
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2018. Adapun total realisasi penerimaan PBB tahun 2018 yaitu sebesar 72,22%. Yakni 
sekitar 11,2 Milliar dari total rencana penerimaan sebesar 15,5 Milliar.  
Untuk mengoptimalkan sektor penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso, 
diperlukan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Implementasi 
pemungutan PBB-P2 sejak pengalihan PBB-P2 belum dapat dilaksanakan secara 
maksimal, karena keterbatasan jumlah petugas PBB-P2 dan kurangnya kesadaran wajib 
pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini berdampak pada penerimaan PBB-P2 
belum sepenuhnya mencapai target dan potensi yang direncanakan, yang menyebabkan 
rendahnya kepatuhan wajib pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di 
Kabupaten Bondowoso merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, 
perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak PBB-P2 oleh beberapa hal antara lain: kualitas pelayanan, dan sanksi pajak.  
1.2. Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka permasalahan penelitian ini 
sebagai berikut:   
a. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
Bumi dan Bangunan Kabupaten Bondowoso.  
b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 
Bangunan Kabupaten Bondowoso.  
c. Apakah kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bondowoso.  
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1.3. Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan 
menganalisis mengenai:   
a. Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan 
Bangunan Kabupaten Bondowoso.  
b. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 
Kabupaten Bondowoso.  
c. Pengaruh secara simultan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bondowoso.  
1.4. Manfaat Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 
pihak yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:  
a. Bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP). 
Serta dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk dipergunakan 
sebagai bahan dalam menyusun kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Anggaran 
Daerah (PAD).  
b. Bagi stakeholder hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  
c. Bagi universitas penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi 
dalam mengembangkan teori-teori mengenai perpajakan yang terkait dengan 
kepatuhan wajib pajak, Sehingga nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran 
yang bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya.  
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d. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris tentang 
variabel yang diteliti, sehingga dapat dikembangkan dengan menambah variabel yang 
berbeda.  
 
